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•63 organisasi 
mempelopori gagasan 
RUU Kebebasan 
Memperoleh Informasi
 
•DPR-RI menginisiasi
RUU Keterbukaan 
Informasi Publik
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berorganisasi/be
rpolitik
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•Akuntabilitas

•Amandemen UUD 45
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UU Keterbukaan 
Informasi Publik 
disahkan DPR  RI

2008

•Negara Cenderung  otoritarian
•Konflik Struktural/Kultural
•Demontrasi  menjurus 
Anarchi/Kekerasan

•Dinamika Sosial Berubah
•Tata Kelola Pemerintahan 
Berubah 2009

Komisi Informasi Pusat 
Dibentuk

2010

UU KIP 
diberlakukan 
mulai 30 April 2010

Tata Kelola 
Pemerintahan 
Yang Baik: 
Transparan, 
Partisipatif, 
Akuntabel, 
Berkeadilan, 
Efektif, Efisien

2011 
Open Government

Psrtnership 



Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia

#BukaInformasiPublik

01 02 03 04 05 06

        Menjamin hak warga negara mengetahui 
rencana pembuatan kebijakan publik, 
program kebijakan publik dan proses  
pengambilan keputusan publik

Mewujudkan penyelenggaran negara yang 
baik (transparan, efektif dan efisien, akuntabel 

serta dapat dipertanggungjawabkan)

Mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa.

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan 
informasi di lingkungan Badan Publik 

untuk menghasilkan layanan informasi 
yang berkualitas. 

Mendorong partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan 

kebijakan publik

Meningkatkan peran aktif
masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik dan pengelolaan
badan publik yang baik 

Jaminan Hak

Partisipasi Masyarakat

Peran Aktif Pengetahuan

Good Government
Pelayanan 
Informasi

TUJUAN UU KIP



Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia

#BukaInformasiPublik

Transparansi dan
akuntabilitas
Badan Publik

Terciptanyatata kelola
pemerintahan yang baik 

Akselerasi
pemberantasan KKN

Optimalisasi perlindungan
hak-hak masyarakat 
terhadap 
pelayanan publik

MANFAAT UU KIP



Pasal 2 UU KIP:
(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh 
setiap Pengguna Informasi Publik. 
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 
(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon 
Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara 
sederhana. 
(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan 
UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan 
pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi 
diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan 
seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan 
yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya 
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Pasal 6 UU KIP:

(1)  Badan Publik berhak menolak memberikan informasi 
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 
(2)  Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi 
Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 
(3)  Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan 
Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. informasi yang dapat membahayakan negara; 
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan 

perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; 
c. informasi yang berkaitan dengan hakhak pribadi; 
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; 

dan/atau 
e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau 

didokumentasikan. 

• Pengecualian 
Substansial

• Pengecualian 
Prosedural

• Kerahasiaan 
Mendasar: 
Rahasia Negara, 
Rahasia untuk 
persaingan yang 
sehat, Rahasia 
Pribadi
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Pasal 2 ayat (4) :
“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan 
UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada 

pengujian tentang konsekuensi yang timbul…dst”  

Penjelasan Pasal 2 ayat (4) :
Yang dimaksud dengan “konsekuensi 
yang timbul” adalah konsekuensi yang 
membahayakan kepentingan yang 
dilindungi berdasarkan UndangUndang 
ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu 
Informasi yang dikategorikan terbuka atau 
t e r t u t u p  h a r u s  d i d a s a r k a n  p a d a 
kepentingan publik. Jika kepentingan 
publik yang lebih besar dapat dilindungi 
dengan  menu tup  sua tu  In fo rmas i , 
Informasi tersebut harus dirahasiakan 
atau ditutup dan/atau sebaliknya.

Kepentingan Publik

Terbuka

Terbuka

Terbuka

Tertutup

Tertutup

“Konsekuensi yang timbul membahayakan”
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Pasal 19 :
“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik 

wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi 
sebagaimana dimaksud…”

Pasal 20 :

(1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, 

huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan 

Peraturan Pemerintah



Pasal 1 (8)&(9), 3, 4

q Penetapan Pengklasifikasian
q Pengujian Konsekuensi

Pengklasifikasian 
Informasi Publik 

Informasi yang 
Dikecualikan

PPID
Pimpinan Badan Publik

Penetapan

Pengklasifikasian Informasi Publik adalah 
penetapan informasi sbg Informasi yang 
Dikecualikan berdasarkan UU ttg KIP 
(pasal 1 angka 8 PP 61/2010)



Informasi Publik yang 
Dikecualikan bersifat 
ketat dan terbatas

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi 
yang tidak dapat diakses oleh Pemohon 

Informasi Publik sebagaimana dimaksud 
dalam UU KIP

Pengklasifikasian Informasi Publik: 
penetapan informasi sebagai Informasi yang 
Dikecualikan berdasarkan UU KIP



PROSES 
HUKUM 

PERLINDUNGAN 
HAKI DAN 

PERSAINGAN 
USAHA

PERTAHANAN DAN 
KERAHASIAAN 

NEGARA

HAK PRIBADI MEMORANDUM/S
URAT RAHASIA

Pasal 17 huruf 
(a)

Pasal 17 huruf (b) Pasal 17 huruf (c, d, e, 
dan f)

Pasal 17 huruf g, 
dan h)

Pasal 17 huruf (i 
dan j)

a. 
Menghambat 
proses 
penegakan 
hukum.

b. Mengganggu 
kepentingan 
perlindungan hak 
atas kekayaan 
intelektual dan 
perlindungan dari 
usaha tidak sehat.

c. Membahayakan 
pertahanan dan 
keamanan negara;
d. Mengungkap 
kekayaan alam;
e. Merugikan 
ekononomi nasional;
f. Merugikan 
kepentingan hubungan 
luar negeri.

g. Mengungkap 
isi akta otentik 
yang bersifat 
pribadi atau 
wasiat 
seseorang;
h. Mengungkap 
rahasia pribadi.

i. memorandum 
aau surat-surat 
antar BP atau intra 
BP, yang sifatnya 
rahasia kecuali atas 
putusan KI atau 
pengadilan
j. informasi yang 
tidak boleh 
diungkap 
berdasarkan UU

Pasal 18 ayat (2):
Tidak termasuk informasi yang 
dikecualikan :
a. Putusan badan peradilan;

Dst...

Pasal 18 ayat (2):

 Persetujuan tertulis



PENGUJIAN KONSEKUENSI 
DILAKUKAN PADA SAAT?

Sebelum adanya 
Permohonan 

Informasi 

Pada saat adanya 
permohonan 

Informasi

Pada saat 
Penyelesaian 

Sengketa Informasi 
atas perintah 

Majelis Komisioner

PENGUJIAN 
KONSEKUENSI



Catatan yang berisi keterangan secara 

sistematis tentang seluruh 
Informasi Publik yang berada 
di bawah pengusaan Badan Publik 
tidak termasuk informasi 
yang dikecualikan



Tahap-Tahap Penyusunan Daftar Informasi Publik dan 
Daftar Informasi yang Dikecualikan 

• Tahap 1: pengumpulan dan identifikasi seluruh informasi. 
• Tahap 2: pengklasifikasian informasi. 
• Tahap 3: Penetapan Daftar Informasi Pubik (DIP) dan 

Penetapan Pengklasifikasikan Informasi Publik (untuk 
Informasi yang Dikeculaikan)



Tahap Pengklasifikasian Informasi 
(Memilah Informasi, apakah termasuk Informasi yang terbuka 
atau informasi yang dikecualikan?)
- apabila masuk informasi yang terbuka, maka dimasukkan 
dalam Daftar Informasi Publik.

- apabila masuk informasi yang dikecualikan, maka :
1. Menganalisa konsekuensi yang ditimbulkan dari 
“Pertimbangan” (dengan lembar Pengujian Konsekuensi)
2. Menetapkan dan merumuskan informasi dikecualikan 
(melalui Penetapan Pengklasifikasian Informasi)



PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang
menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk
melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik.

PPID berkoordinasi dengan pejabat unit kerja untuk 
membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan 
penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi 
Publik tertentu Dikecualikan

Pertimbangan tertulis harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau 
Undangundang lainnya. (ekonomi, sosial, politik, budaya, 
dan/atau keamanan negara)

Hasil pertimbangan tertulis dilaporkan kepada 
Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan 
persetujuan.



PENGUJIAN 

KONSEKUENSI

INFORMASI 
TERTENTU 

YANG JELAS 
DAN TERANG

UNDANG-
UNDANG 

YANG 
DIJADIKAN 

DASAR

KONSEK
UENSI

JANGKA 
WAKTU



BAGAIMANA MELAKSAKANNYA?
1. Klarifikasi informasi yang diminta untuk memastikan 

relevansi permohonan dengan alasan/tujuan permohonan.
2. Mengidentifikasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan atau 

kepentingan yang akan di l indungi  dengan menutup 
informasi.

3. Mengidentifikasi dasar hukum (baik UU KIP maupun UU lain) 
yang mendukung alasan menutup informasi tersebut 
beradasrkan daftar konsekuensi negatif (Pasal dan ayat)

4. Jika ada, apakah dasar hukum pengecualian tersebut masih 
relevan?

5. Membuat kesimpulan: 
• buka jika terbukti tidak ada dasar hukum
• buka jika terbukti ada dasar hukum tapi sudah tidak relevan
• tutup jika terbukti ada dasar hukum dan relevan



Konsekuensi Negatif Dasar Hukum Relevansi Kesimpulan
Jika diberikan Dapat 
disalahgunakan oleh 
pemohon

Pemohon tidak jelas 
tujuannya dan diragukan 
kredibilitasnya



• Menerima permohonan
• Cek DIP

• Klarfikasi alasan 
tujuan/alasan

SK PPID ttg 
pengecualian 

informasi

• Identifikasi permohonan
•Identifikasi dasar hukum pengecualian
• Rapat PPID dengan tim pertimbangan, 

pengelola dokumen, bagian hukum, dan ahli
• Membuat kesimpulan

Persetujuan 
Pimpinan 





PPID dapat menghitamkan 
atau mengaburkan materi 
Informasi yang Dikecualikan

PPID tidak dapat menjadikan pengecualian 
sebagian informasi dalam suatu salinan dokumen 
Informasi Publik sebagai alasan untuk 
mengecualikan akses publik terhadap 
keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.

PPID wajib menjaga kerahasian, 
mengelola dan menyimpan
dokumen Informasi yang Dikecualikan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan



Informasi Publik dapat menghambat proses 
penegakan hukum ditetapkan paling lama 
30 (tiga puluh) tahun ATAU jika Informasi Publik 
tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan

Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan 
perlindungan hak atas kekayaan 
intelektual dan perlindungan dari 
persaingan usaha tidak sehat ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik 
atau intra-Badan Publik yang berkaitan dengan Informasi 
yang Dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan



Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan 
isi akta otentik yang bersifat pribadi dan 
kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang 
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangundangan

Rahasia pribadi seseorang ditetapkan
selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan

rahasia pribadi seseorang.

dapat dibuka jika:
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; 

dan/atau
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-

jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan



paling sedikit memuat:
Surat Penetapan Klasifikasi

Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Identitas pejabat PPID yang menetapkan;
Badan publik, termasuk unit kerja 
pejabat yang menetapkan

Jangka waktu pengecualian;

Alasan pengecualian;

Tempat dan tangggal penetapan.



Pasal 10 (PP 61 tahun 2010)
(1) PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan 

dapat mengubah klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
(2) Pengubahan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian 
Konsekuensi.

Pasal 11 (PP 61 tahun 2010)
(1) Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu 

Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh 
Pemohon Informasi Publik dengan penetapan dari PPID.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 
30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu 
Pengecualian.

(3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dilakukan, Informasi yang Dikecualikan menjadi Informasi Publik pada 
saat berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.





PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA & PENEGAKAN HUKUM

Permohonan:
salinan surat perjanjian antara PT. Kereta Api dan pihak Pemko Medan
Putusan:
• Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
• Menyatakan bahwa: Informasi yang diminta Pemohon berupa salinan surat 

perjanjian antara PT. Kereta Api dan pihak Pemko Medan berupa Akta 
Perjanjian Nomor 36 oleh Notaris Agoes Salim tertanggal 17 November 
1982 adalah dokumen yang bersifat terbuka namun mengandung  
beberapa materi yang dikecualikan hingga penghentian penyelidikan, 
penyidikan, dan/atau penuntutan atau dibuka di dalam sidang pengadilan 
yang terbuka untuk umum, yakni nama-nama para pihak yang tersebut di 
dalam Pasal 10  dan Pasal 12 di dalam dokumen a quo;

• Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen perjanjian 
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dengan menghitamkan nama pihak 
yang tersebut di dalam Pasal 10 dan Pasal 12 dokumen a quo, dalam 
waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan 
diterima oleh Termohon.

• Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.



Ali Rahmat adalah Pemohon informasi yang mengatasnamakan 12 peserta seleksi CPNS di 
Pemerintah Provinsi X pada tahun 2017 lalu. Ada 235 posisi yang disediakan untuk 
menempati seluruh formasi yang ada. Terdata 9318 orang yang lulus seleksi administratif 
sehingga berhak mengikuti tes potensi akademik (hanya ada 2 tahapan seleksi, yaitu 
administratif dan potensi akademik. Pada bulan Desember 2017, Provinsi X mengumumkan 
235 peserta yang lulus dan berhak menempati formasi yang disediakan. Ali Rahmat 
bersama 11 orang lainnya keberatan terhadap keputusan tersebut karena menduga ada 
permainan di dalam proses seleksi karena malam hari sebelum jadwal pengumuman yang 
sesuai dengan agenda awal, mereka melihat nama mereka dinyatakan lulus di website 
resmi Provinsi X. Akan tetapi, pengumuman di media massa keesokan harinya tidak 
memuat nama mereka. Melihat ada perbedaan tersebut, mereka meminta informasi 
Lembar Jawaban Komputer seluruh peserta seleksi yang telah dinilai beserta kunci jawaban 
yang resmi dari Provinsi X.





Setiap 
Orang

Pasal 51, Pasal 53,

Pasal 54, Pasal 55 
UU KIP

Badan 
Publik

Pasal 52

Delik 
aduan

Pasal 57





Setiap 
Orang

Pasal 51, Pasal 53,

Pasal 54, Pasal 55 
UU KIP

Badan 
Publik

Pasal 52

Delik 
aduan

Pasal 57




